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Abstract	

This	 research	 aimed	 to	 determine	 the	 effect	 of	 intergovernmental	 revenue	 and	 regional	 government	
wealth	on	the	financial	performance	of	regional	 governments	in	the	North	Sumatra	region	from	2021	to	
2023.	This	 research	used	 secondary	data,	which	were	obtained	 from	 the	 financial	 reports	of	 regional	
governments	in	the	North	Sumatra	region	through	www.ppid.kemenkeu.go.id	or	through	the	available	
PPID	application.	The	population	in	this	research	was	the	financial	reports	of	33	districts/cities	in	North	
Sumatra	for	the	period	2021–2023.	A	saturated	sampling	technique	was	used	to	take	the	samples	in	this	
research.	The	research	sample	was	33	districts/cities	in	North	Sumatra	that	met	the	criteria.	The	data	
analysis	technique	in	this	research	used	panel	data	regression.	The	results	of	this	research	showed	that	
intergovernmental	 revenue	 had	 a	 positive	 and	 significant	 effect	 on	 financial	 performance,	 regional	
government	 wealth	 had	 a	 negative	 and	 significant	 effect	 on	 financial	 performance,	 while	 the	
simultaneous	 test	 showed	 that	 intergovernmental	 revenue	 and	 regional	 government	 wealth	
simultaneously	had	a	significant	effect	on	the	financial	performance	of	the	district/city	governments	in	
the	Province	of	North	Sumatra.	
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Abstrak	
Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengetahui	 pengaruh	 intergovernmental	 revenue	 	 dan	 kekayaan	
pemerintah	 daerah	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 pemerintah	 daerah	wilayah	 Sumatera	 Utara	 tahun	
2021-2023.	Penelitian	ini	menggunakan	data	sekunder,	data	sekunder	ini	diperoleh	dari	data	laporan	
keuangan	pemerintah	daerah	wilayah	sumatera	utara	melalui	www.ppid.kemenkeu.go.id		atau	melalui	aplikasi	PPID	
yang	tersedia.	Populasi	dalam	penelitian	ini	adalah	laporan	keuangan	pemerintah	daerah	wilayah	Sumatera	Utara	
sebanyak	33	kabupaten/kota	periode	tahun	2021-2023.	Teknik	 sampel	 jenuh	 digunakan	 untuk	mengambil	
sampel	dalam	penelitian	ini.	Sampel	penelitian	ini	adalah	kabupaten/kota	yang	memenuhi	kriteria	yaitu	
sebanyak	33	kabupaten/kota	Sumatera	Utara.	Teknik	analisis	data	dalam	penelitian	ini	menggunakan	
regresi	 data	 panel.	 Hasil	 dari	 penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 intergovernmental	 revenue	
berpengaruh	 positif	 dan	 signifikan	 terhadap	 kinerja	 keuangan,	 kekayaan	 pemerintah	 daerah	
berpengaruh	 negatif	 dan	 signifikan	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 sedangkan	 hasil	 penelitian	 secara	
simultan	menunjukkan	bahwa	 intergovernmental	 revenue	 dan	 kekayaan	pemerintah	daerah	 secara	
simultan	berpengaruh	dan	 signifikan	 terhadap	kinerja	 keuangan	pemerintah	kabupaten/kota	 yang	
ada	di	Provinsi	Sumatera	Utara.	
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1. Pendahuluan	
Setiap	Negara	mengatur	perekonomian	dengan	menggunakan	anggaran	sebagai	

pedoman	dalam	mengelola	kegiatan	ekonomi.	Indonesia	merupakan	negara	kesatuan	
yang	 terdiri	 dari	 berbagai	 pulau	 sehingga	 dalam	 melaksanakan	 perekonomian	
memerlukan	 sebuah	 anggaran.	 Anggaran	 merupakan	 rancangan	 kegiatan	 dalam	
suatu	periode	yang	direpresentasikan	dalam	bentuk	rencana	pendapatan	dan	belanja	
dengan	satuan	moneter	(Sujarweni	2022).	Mewujudkan	perekonomian	yang	merata	
setiap	 daerah,	 Indonesia	 memakai	 asas	 desentralisasi.	 Desentralisasi	 merupakan	
kebijakan	guna	pengalihan	tanggung	jawab,	kewenangan,	dan	sumber-sumber	daya	
dari	 pusat	 ke	daerah	 sehingga	daerah	dapat	 langsung	melaksanakan	program	dan	
pelayanan.	 Hak	 yang	 dimiliki	 pemerintah	 daerah	 atas	 pengolahan	 sumber	 daya	
daerahnya	dan	mengelola	dana	dari	pemerintah	pusat	yang	bersumber	dari	Anggaran	
Pendapatan	dan	Belanja	Negara	disebut	Asas	Desentralisasi	(BPK	RI	2014).	

Terdapat	dua	nilai	dasar	yang	dikembangkan	dalam	UUD	1945	berkenaan	dengan	
pelaksanaan	desentralisasi	dan	otonomi	daerah	di	Indonesia,	yaitu:	Nilai	Unitaris	dan	
Nilai	 dasar	 Desentralisasi	 Teritorial.	 Hal	 tersebut	 sesuai	 dengan	 UU	No.	 32	 Tahun	
2004	 tentang	 otonomi	 daerah,	 bahwa	 setiap	 daerah	 diberi	 kesempatan	 dalam	
melaksanakan	kewenangan	yang	menjadi	hak	daerah.	Oleh	karena	 itu,	pemerintah	
daerah	 harus	mampu	menyelenggarakan	 pemerintahanny	 agar	 tercipta	 tata	 kelola	
pemerintah	daerah	yang	baik.	

Pemerintahan	 merupakan	 organisasi	 sektor	 publik	 sehingga	 anggaran	 yang	
dibentuk	 merupakan	 bentuk	 pertanggungjawaban	 dari	 pemegang	 manajemen	
organisasi	guna	memberikan	informasi	tentang	segala	aktivitas	dan	kegiatan	kepada	
pihak	pemilik	dan	pelaksanaan	tersebut	dibiayai	dengan	uang	publik.	Oleh	karena	itu,	
organisasi	 sektor	 publik	 juga	 memerlukan	 perbaikan	 kinerja	 yang	 terukur	 ketika	
dana	yang	dialokasikan	kepada	daerah	akan	diproses	dan	dilaporkan	dalam	bentuk	
Laporan	Keuangan	Pemerintah	Daerah	 (LKPD).	 LKPD	dinilai	 sebagai	 laporan	 yang	
kredibel	 karena	 memuat	 informasi	 yang	 bisa	 digunakan	 untuk	 pengambilan	
keputusan	 ataupun	 kebijakan	 dalam	 pemerintahan.	 	 Untuk	 melihat	 kemampuan	
daerah	menjalankan	otonomi	daerah	dapat	menggunakan	kinerja	keuangan	sebagai	
salah	satu	pengukuran	(Patarai	2017).		

Kinerja	keuangan	merupakan	hasil	kerja	atau	perbandingan	secara	kualitas	dan	
kuantitas	 baik	 yang	 bersifat	 fisik	 maupun	 non	 fisik	 menyangkut	 keuangan	 baik	
meliputi	 penghimpunan	 dan	 penyaluran	 dana,	 yang	 biasanya	 diukur	 dengan	
indikator	kecukupan	modal,	likuiditas,	dan	profitabilitas	dalam	mewujudkan	sasaran,	
tujuan,	 visi	 dan	 misi	 dalam	 meningkatkan	 kinerja.	 Kinerja	 keuangan	 merupakan	
tindakan	analisa	yang	dilakukan	guna	melihat	sejauh	mana	suatu	perusahaan	telah	
melaksanakan	 dengan	menggunakan	 aturan-aturan	 pelaksanaan	 keuangan	 dengan	
baik	 dan	 benar	 (Fahmi	 2018).	 Dengan	 adanya	 publikasi	 tentang	 hasil	 laporan	
keuangan	maka	masyarakat	akan	mengetahui	bagaimana	kinerja	pemerintah	daerah	
menjalankan	 tugasnya,	 karena	 masih	 banyak	 masyarakat	 yang	 merasakan	
perkembangan	daerahnya	tidak	berjalan	dengan	baik	(Satria	and	Sari	2018).		

Pada	 hakikatnya,	 analisis	 kinerja	 keuangan	 pemerintah	 daerah	 tidak	 hanya	
sebagai	bentuk	pengendalian,	namun	juga	sebagai	evaluasi	terhadap	tingkat	efisiensi	
dalam	 kegiatan	 pemerintahan	 serta	 memantau	 perbedaan	 antara	 biaya	 yang	
diperkirakan	dengan	biaya	yang	sebenarnya.	Undang-Undang	Nomor	28	Tahun	2009	
tentang	pajak	daerah	dan	retribusi	daerah	menjabarkan	definisi	dari	pajak	daerah	
yang	merupakan	suatu	bentuk	kontribusi	wajib	yang	 terhutang	oleh	orang	pribadi	
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atau	badan	yang	bersifat	memaksa	menurut	undang-undang	guna	keperluan	daerah	
bagi	 sebesar-besarnya	 kemakmuran	 rakyat.	 Oleh	 karena	 itu	 pajak	 daerah	menjadi	
salah	 satu	 sumber	 penting	 yang	 akan	 berpengaruh	 pada	 kinerja	 keuangan	
pemerintah	daerah.	 Jika	pendapatan	pajak	daerah	 tinggi	atau	sesuai	dengan	 target	
yang	ditetapkan	maka	akan	menunjukkan	kinerja	keuangan	yang	bagus	pada	daerah	
tersebut.	

Menilai	kinerja	keuangan	suatu	daerah	dapat	dilihat	dari	dana	perimbangan	atau	
intergovernmental	 revenue	 dan	 melalui	 kekayaan	 yang	 dimiliki	 daerah.	
Intergovernmental	 revenue	 atau	 yang	 biasa	 disebut	 sebagai	 dana	 perimbangan	
(Suhardjanto,	et	al.	2010).	Pendapatan	yang	diterima	pemerintah	daerah	berasal	dari	
sumber	eksternal	atau	disebut	sebagai	 intergovernmental	revenue	 tidak	diperlukan	
pembayaran	 kembali	 (Patrick	 2007).	 Dana	 perimbangan	 ini	 merupakan	 hasil	
kebijakan	 pemerintah	 pusat	 dalam	 melaksanakan	 asas	 desentralisasi	 demi	
keseimbangan	fiskal	antara	pemerintah	pusat	dengan	pemerintah	daerah	yang	terdiri	
dari	Dana	Bagi	Hasil,	Dana	Alokasi	Umum	dan	Dana	Alokasi	Khusus.		

Perimbangan	keuangan	antara	pemerintah	pusat	dan	pemerintah	daerah	adalah	
suatu	sistem	pembagian	keuangan	yang	adil,	proposional,	demokratis,	transparan,	dan	
efisien	 dalam	 rangka	 pendanaan	 penyelenggaraan	 dekonsentrasi	 dan	 tugas	
pembantuan.	 Menurut	 PP	 No.58	 tahun	 2005	 tentang	 Pengelolaan	 Keuangan	
menyebutkan	 bahwa	 pendapatan	daerah	meliputi	semua	penerimaan	uang	melalui	
Rekening	Kas	 Umum	Daerah	yang	menambah	ekuitas	 dana	 lancar	dan	merupakan	
hak	 daerah	 dalam	 satu	 tahun	 anggaran	 yang	 tidak	 perlu	 dibayar	 kembali	 oleh	
daerah.	 Berdasarkan	 data	 yang	 bersumber	 dari	 Direktorat	 Jenderal	 Perimbangan	
Keuangan,	realisasi	Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD)	Sumatera	Utara	dari	sektor	pajak	
daerah	per	20	November	2023	baru	mencapai	77,54%.	Artinya,	baru	sekitar	Rp5,76	
triliun	 yang	 terceruk	 dari	 target	 pendapatan	 pajak	 daerah	 Sumatera	 Utara	 yang	
ditetapkan	sebesar	Rp7,43	triliun.	Dibawah	ini	terdapat	tabel	PAD	Kabupaten/Kota	di	
Sumatera	Utara	2021-2023:	
	
Tabel	1.	Pendapatan	Asli	Daerah	Kabupaten/Kota	di	Sumatera	Utara	tahun	

2021-2023	(dalam	miliar	rupiah).	
	
	
	
	

	
Pada	 tahun	 2021	 Pendapatan	 Asli	 	 Daerah	 (PAD)	 Provinsi	 Sumatera	 Utara	

mengalami	kenaikan	sebesar	10,29%	dari	tahun	2020.	Pada	tahun	2022	PAD	kembali	
mengalami	 kenaikan	 dibandingkan	 tahun	 2021,	 namun	 tingkat	 kenaikannya	 hanya	
4,18%.	 	 Pada	 tahun	 2023	 PAD	 juga	mengalami	 kenaikan	 dibandingkan	 tahun	 2022	
yaitu	sebesar	9,32%,	namun	kenaikan	tersebut	masih	lebih	rendah	dari	kenaikan	tahun	
2021.	 Hal	 ini	 dikarenakan	 terdapat	 perbedaan	 penerimaan	 pendapatan	 dari	 setiap	
kabupaten/kota	Provinsi	Sumatera	Utara,	adanya	kenaikan	juga	penurunan	terhadap	
pendapatan	 penerimaan	 pada	 pajak	 daerah,	 retribusi	 daerah,	 hasil	 pengelolaan	
kekayaan	daerah	yang	dipisahkan,	dan	lain-lain	pendapatan	yang	sah.	Dikarenakan	hal	
tersebut	 pemerintah	 provinsi	 Sumatera	 Utara	 melakukan	 berbagai	 cara	 untuk	
menambah	pendapatan	daerah	yaitu	dengan	meningkatkan	penetapan	regulasi,	dan	
kebijakan	yang	tepat	guna	mengoptimalkan	PAD.	
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Tingkat	keberhasilan	otonomi	suatu	daerah	dinilai	dari	Pendapatan	Asli	Daerah,	
namun	kenyataannya	masih	banyak	pemerintah	daerah	yang	bergantung	pada	dana	
transfer	 dari	 pemerintah	 pusat	 yang	 dikenal	 sebagai	 dana	 perimbangan.	 Pada	
penelitian	terdahulu	ditemukan	bahwa	terdapat	pengaruh	negatif	 intergovernmental	
revenue	 secara	 parsial	 dan	 signifikan	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 (Iswantini,	
Hirmantono	 and	 Natalia	 2021).	 Hal	 tersebut	 sejalan	 dengan	 hasil	 bahwa	 dana	
perimbangan	berpengaruh	negatif	terhadap	kinerja	keuangan		(Putri	and	Darmayanti	
2019).	 Intergovernmental	 revenue	 berpengaruh	 positif	 terhadap	 kinerja	 keuangan	
pemerintah	daerah	dalam	penelitian	(Nugroho	and	Praestyo	2018).	Namun	berbeda	
dengan	 hasil	 pada	 penelitian	 selanjutnya	 bahwa	 tidak	 adanya	 pengaruh	
intergovernmental	 revenue	 terhadap	kinerja	keuangan	pemerintah	daerah	 (Achmad,	
Septiyanti	and	Metalia	2017).		

Perhitungan	kinerja	keuangan	pemerintah	daerah	dapat	dihitung	dari	tingkat	
efisiensi	suatu	daerah	dalam	mengelola	dana	pendapatan	asli	daerah	untuk	belanja	
pegawai	 dan	 belanja	 barang	 daerah	 tersebut.	 Selain	 hal	 tersebut,	 tingkat	 dari	
Intergovernmental	 Revenue	 dan	 Kekayaan	 Daerah	 kerap	 dijadikan	 acuan	 dalam	
pengukuran	kinerja	keuangan	pemerintah	daerah.	Dibawah	ini	disajikan	data	realisasi	
Belanja	Operasi	dan	realisasi	PAD	pada	kabupaten/kota	Sumatera	Utara	tahun	2021-
2023	
	

Tabel	1.	Realisasi	Belanja	Operasi	dan	Realisasi	Pendapatan	Asli	Daerah		
wilayah	Sumatera	Utara	tahun	2021-2023	
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Berdasarkan	 tabel	 1.2	 terjadi	 kenaikan	 nilai	 pendapatan	 asli	 daerah	 di	 11	
kabupaten/kota	wilayah	sumatera	utara	tahun	2021-2023,	sementara	terdapat	19	
kabupaten/kota	 nilai	 pendapatan	 asli	 daerah	 tidak	 stabil	 yang	 mengalami	
penurunan	 pada	 tahun	 2022	 dan	 kenaikan	 pada	 tahun	 2023,	 dan	 terdapat	 3	
kabupaten/kota	lainnya	yang	mengalami	penurunan	pendapatan	asli	daerah	dari	
tahun	2021-2023.		

Beberapa	permasalahan	keuangan	daerah	yang	dihadapi	Kabupaten/Kota	di	
Provinsi	 Sumatera	 Utara	 antara	 lain:	 (1)	 Ketergantungan	 pemerintah	 daerah	
kepada	subsidi	dari	pemerintah	pusat	baik	dari	sudut	anggaran	rutin,	yaitu	subsidi	
daerah	 otonom	 maupun	 dari	 sudut	 anggaran	 pemerintah	 daerah;	 (2)	 Masih	
rendahnya	kemampuan	daerah	untuk	menggali	potensi	sumber-sumber	PAD	yang	
tercermin	 dari	 penerimaan	 PAD	 yang	 relatif	 kecil	 dibandingkan	 dengan	
pendapatan	 transfer	 (Intergovernmental	 Revenue);	 (3)	 Kurangnya	 usaha	 dan	
kemampuan	pemerintah	daerah	dalam	pengelolaan	dan	menggali	sumber-sumber	
pendapatan	yang	ada	(Kusufi	and	M.	2013).	

Pada	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Dasmar	 dan	 Basri	 (2020)	menemukan	
bahwa	semakin	besar	nilai	intergovernmental	revenue	dan	kekayaan	daerah	maka	
akan	semakin	meningkat	kinerja	pemerintah	daerah.	Pendapat	ini	didukung	oleh	
penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 	 Putri	 dan	Darmayanti	 (2019)	 yang	menemukan	
bahwa	 jika	 kekayaan	 suatu	 daerah	mengalami	 kenaikan	 secara	 signifikan	maka	
akan	 berpengaruh	 pada	 kinerja	 keuangan	 daerah	 sebab	 besar	 atau	 kecilnya	
penerimaan	dana	perimbangan	sangat	mempengaruhi	kinerja	keuangan.		
Ketergantungan	 pemerintah	 daerah	 terhadap	 dana	 perimbangan	 yang	 tinggi	
menjadikan	daerah	tersebut	tidak	memiliki	kewenangan	dan	kebebasan	dalam	hal	
penggunaan	 sumber	 pendapatan	 sehingga	 prinsip	 otonomi	 daerah	 akan	 sulit	
tercapai	 jika	 pemerintah	 daerah	 masih	 bergantung	 pada	 dana	 perimbangan.	
Menurut	Mardiasmo	(2004:155),	yang	harus	di	pahami	adalah	bahwa	kewenangan	
yang	 dimiliki	 daerah	 tidak	 sebatas	 dalam	 menggunakan	 PAD	 saja,	 tetapi	 juga	
kewenangan	dalam	penggunaan	dana	perimbangan.	

Kekayaan	adalah	kemampuan	dalam	mencukupi	kebutuhan.	Salah	satu	sumber	
daya	 yang	 dimiliki	 pemerintah	 daerah	 berupa	 Pendapatan	 Asli	 Daerah	 (PAD)	
(Mustikarini	 and	 fitriasari	 2012).	 Berdasarkan	 pasal	 1	 UU	 No.	 33	 tahun	 2004,	
Pendapatan	 Asli	 Daerah,	 selanjutnya	 disebut	 PAD	 adalah	 pendapatan	 yang	
diperoleh	 daerah	 yang	 dipungut	 berdasarkan	 peraturan	 daerah	 sesuai	 dengan	
peraturan	 perundang-undangan.	 PAD	 digunakan	 untuk	 melakukan	 aktivitas	
pemerintah	dan	program-program	pembangunan	daerah.	Sumber	dari	Pendapatan	
Asli	 Daerah	 itu	 sendiri	 terdiri	 dari;	 Pajak	 Daerah,	 Retribusi	 Daerah,	 Hasil	
Perusahaan	 Milik	 Daerah	 dan	 Hasil	 Pengelolaan	 Kekayaan	 Milik	 Daerah	 yang	
Dipisahkan,	dan	Lain-Lain	PAD	yang	sah.	PAD	dapat	dipergunakan	sesuai	dengan	
kehendak	 dan	 inisiatif	 sesuai	 kebutuhan	 pemerintah	 daerah	 demi	 kelancaran	
penyelenggaraan	 urusan	 daerahnya	 (Juliawati,	 et	 al.	 2012).	 Dengan	 lancarnya	
penyelenggaraan	 urusan	 daerah	 maka	 Pemda	 akan	 memiliki	 kinerja	 yang	 baik	
dalam	 melakukan	 pelayanan	 kepada	 masyarakat	 serta	 meningkatkan	 kinerja	
keuangan	pemerintah	daerah.	

Sebagai	 pertimbangan	 dari	 penelitian	 terdahulu,	 peneliti	 tertarik	 untuk	
membawa	 penelitian	 dengan	 judul	 “Pengaruh	 Intergovernmental	 Revenue	 dan	
Kekayaan	 Daerah	 terhadap	 Kinerja	 Keuangan	 Pemerintah	 Daerah	 Wilayah	
Sumatera	Utara	tahun	2021-2023.	
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2. Metode	
Desain	Penelitian	

Penelitian	ini	merupakan	penelitian	kuantitatif	dengan	pendekatan	deskriptif	
dan	asosiatif.	Penelitian	ini	bertujuan	untuk	mengetahui	pengaruh	intergovernmental	
revenue	 dan	 kekayaan	 pemerintah	 daerah	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 pemerintah	
daerah	kabupaten/kota	di	Provinsi	Sumatera	Utara	periode	2021–2023.	
	
Objek	dan	Waktu	Penelitian	

Objek	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 laporan	 keuangan	 pemerintah	 daerah	
kabupaten/kota	di	Provinsi	Sumatera	Utara	yang	telah	diaudit	oleh	BPK	RI	pada	tahun	
2021	sampai	dengan	2023.	Penelitian	ini	dilakukan	pada	bulan	April	2024.	
	
Definisi	Operasional	Variabel	

Penelitian	 ini	menggunakan	tiga	variabel,	yaitu	satu	variabel	dependen	dan	dua	
variabel	independen	sebagai	berikut:	
1. Kinerja	keuangan	daerah	(variabel	dependen),	diukur	dengan	rasio	kemandirian	
keuangan	daerah	(total	PAD	dibagi	total	pendapatan).	

2. Intergovernmental	 revenue	 (variabel	 independen),	 diukur	 dengan	 rasio	 dana	
transfer	(jumlah	dana	transfer	dari	pemerintah	pusat	dibagi	total	pendapatan).	

3. Kekayaan	 pemerintah	 daerah	 (variabel	 independen),	 diukur	 dengan	 total	 aset	
tetap.	

	
Populasi	dan	Sampel	

Populasi	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 seluruh	 kabupaten/kota	 di	 Provinsi	
Sumatera	 Utara	 yang	 berjumlah	 33	 daerah.	 Sampel	 yang	 digunakan	 sebanyak	 29	
kabupaten/kota	 yang	memiliki	 data	 laporan	 keuangan	 lengkap	 selama	 tahun	2021	
hingga	2023.	
	
Teknik	Pengumpulan	Data	

Data	 yang	 digunakan	 adalah	 data	 sekunder	 yang	 diperoleh	 melalui	
dokumentasi	 laporan	keuangan	pemerintah	daerah	yang	 telah	diaudit	oleh	BPK	RI,	
serta	data	yang	dipublikasikan	oleh	Kementerian	Keuangan	Republik	Indonesia.	
	
Metode	Analisis	Data	

Penelitian	 ini	menggunakan	analisis	 regresi	data	panel	dengan	bantuan	aplikasi	
Eviews.	Tahapan	analisis	yang	dilakukan	adalah	sebagai	berikut:	

a. Statistik	deskriptif	 untuk	menggambarkan	karakteristik	data	masing-masing	
variabel	seperti	nilai	minimum,	maksimum,	rata-rata,	dan	standar	deviasi.	

b. Uji	 Chow	 untuk	 menentukan	 model	 terbaik	 antara	 Common	 Effect	 Model	
dengan	Fixed	Effect	Model.	

c. Uji	 Hausman	 untuk	 memilih	 model	 terbaik	 antara	 Fixed	 Effect	 Model	 dan	
Random	Effect	Model.	

d. Uji	asumsi	klasik:	
o Uji	 normalitas	 menggunakan	 metode	 Jarque-Bera.	 Data	 dianggap	

normal	jika	nilai	probabilitas	>	0,05.	
o Uji	 multikolinearitas	 untuk	 mengetahui	 adanya	 hubungan	 antar	

variabel	independen.	Tidak	terjadi	multikolinearitas	jika	nilai	VIF	<	10	
dan	tolerance	>	0,1.	



Syafitri,	dkk	(2025) 
 

 450	

o Uji	 heteroskedastisitas	 menggunakan	 metode	 Glejser.	 Tidak	 terjadi	
heteroskedastisitas	jika	nilai	probabilitas	>	0,05.	

o Uji	 autokorelasi	 menggunakan	 nilai	 Durbin-Watson.	 Nilai	 DW	
mendekati	2	menunjukkan	tidak	adanya	autokorelasi.	

• Analisis	regresi	data	panel	dengan	model:	
	

Yit	=	α	+	β1X1it	+	β2X2it	+	εit	
	
Keterangan:	
Yit	=	Kinerja	keuangan	daerah	ke-i	pada	tahun	ke-t	
X1it	=	Intergovernmental	revenue	
X2it	=	Kekayaan	pemerintah	daerah	
α	=	Konstanta	
β1,	β2	=	Koefisien	regresi	
εit	=	Error	

• Uji	hipotesis:	
o Uji	t	untuk	mengetahui	pengaruh	masing-masing	variabel	independen	

terhadap	variabel	dependen	secara	parsial.	
o Uji	F	untuk	mengetahui	pengaruh	variabel	independen	secara	simultan	

terhadap	variabel	dependen.	
o Koefisien	 determinasi	 (R²)	 untuk	 melihat	 seberapa	 besar	 variabel	

independen	mampu	menjelaskan	variabel	dependen.	
	
3. Hasil	Dan	Pembahasan	
	
Statistik	Deskiptif	

Statistik	 deskriptif	 bertujuan	 untuk	mendeskripsikan	 data	 diri	 dari	 variabel	
independen	 yaitu	 intergovernmental	 revenue	 dan	 kekayaan	 daerah	 serta	 variabel	
dependen	 berupa	 kinerja	 keuangan	 pemerintah	 daerah	 Sumatera	 Utara.	 Data	 dari	
statistik	 deskriptif	 disajikan	 dalam	 bentuk	 tabel	 statistik	 deskriptif	 (descriptive	
statistic)	yang	akan	menguraikan	nilai	minimum,	maksimum,	rata-rata,	dan	standart	
deviasi.	

Tabel	2.	Analisis	Deskriptif	
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Dari	tabel	di	atas	dapat	dilihat	bahwa	setiap	variabel	memiliki	rata-rata	antara	
6740,357	 sampai	dengan	9,910827,	 setiap	variabel	memiliki	 nilai	minimum	antara	
1,6200	sampai	dengan	4441,00,	nilai	maksimum	antara	42,09	sampai	dengan	9919,00.	
Untuk	nilai	sum	pada	masing-masing	variabel	yaitu	antara	862,3214	sampai	dengan	
716643,0	dan	nilai	standar	deviasi	antara	7,769099	sampai	dengan	1088,949,00.	Hal	
ini	dapat	diartikan	bahwa	setiap	variabel	berkategori	rata-rata	baik.	
	
Pemilihan	Model	Regresi	

Regresi	data	panel	memiliki	gabungan	karakteristik	yaitu	data	yang	terdiri	atas	
beberapa	objek	dan	meliputi	waktu.	Data	semacam	ini	memiliki	keunggulan	terutama	
karena	 bersifat	 robust	 (kuat)	 terhadap	 beberapa	 tipe	 pelanggaran	 yakni	
heterokedastisitas	 dan	 normalitas.	 Regresi	 data	 panel	 dapat	 dilakukan	 dengan	 tiga	
model	 yaitu	 pooled,	 fxed	 effect	 	 dan	 random	 effect.	 	Masing-masing	model	memiliki	
kelebihan	 dan	 kekurangannya	 masing-masing.	 Pemilihan	 model	 tergantung	 pada	
asumsi	 yang	 dipakai	 dan	 pemenuhan	 syarat-syarat	 pengolahan	 data	 statistik	 yang	
benar	sehingga	dapat	dipertanggungjawabkan	secara	statistik.	Oleh	karena	itu	langkah	
pertama	yang	harus	dilakukan	adalah	memilih	model	dari	ketiga	yang	tersedia.	Data	
panel	 yang	 telah	 dikumpulkan,	 diregresikan	 dengan	 menggunakan	 metode	 pooled	
yang	hasilnya	dapat	dilihat	pada	tabel	dibawah	ini:	

Tabel	3.	Regresi	data	panel	dengan	common	effect	PLS	

	

	

	

	

	
Tabel	4.	Regresi	data	panel	dengan	Model	Fixed	Effect	

 

 

	

	

	
	
	
	

Setelah	 hasil	 dari	 model	 common	 effect	 dan	 fixed	 effect	 diperoleh	 maka	
selanjutnya	dilakukan	uji	chow.	Pengujian	tersebut	dibutuhkan	untuk	memilih	model	
yang	paling	tepat	diantara	model	common	effect	dan	fixed	effect.		
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Uji	Chow	
Hasil	dari	uji	chow	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	

Tabel	5.	Hasil	UJi	Chow	
	
	
	
	
Hasil	 dari	 uji	 chow	 pada	 tabel	 di	 atas	menunjukkan	bahwa	nilai	 probabiltas	

cross	section	adalah	0,0000	atau	<0,05,	maka	H0	ditolak.	Oleh	karena	itu	model	yang	
dipilih	adalah	fixed	effect.	

	
Uji	Hausman	

Tabel	6.	Hausman	Test	
	
	
	

Berdasarkan	 hasil	 uji	 hausman	 di	 atas,	 dapat	 dilihat	 dari	 nilai	 probabilitas	
Cross-section	 random	 yakni	 sebesar	 0,0000	 nilai	 tersebut	 lebih	 kecil	 dari	 0,05,	 ini	
berarti	H0	ditolak	dan	H1	diterima	sehingga	model	yang	dipilih	yakni	fixed	effect	model	
(FEM).	
	
Uji	Asumsi	Klasik	

Uji	asumsi	klasik	digunakan	untuk	mendapatkan	model	regresi	yang	baik	dan	
benar-benar	memiliki	ketepatan	dalam	estimasi,	tidak	bias	dan	konsisten.	Uji	asumsi	
klasik	 yang	 akan	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 yaitu	 uji	 normalitas,	 uji	
multikolinearitas,	uji	heteroskedastisitas	dan	uji	autokorelasi.	
	
Uji	Normalitas	
	 Terdapat	dua	cara	untuk	mendeteksi	apakah	residual	berdistribusi	normal	atau	
tidak	 yaitu	 dengan	 analisis	 grafik	 dan	 uji	 statistik	 (Priyatno	 2022).	 Uji	 normalitas	
dengan	analisis	uji	statistik	yang	digunakan	adalah	nilai	probabilitas	dengan	hipotesis	
sebagai	berikut:	
> 0,05 = Residual	berdistribusi	Normal	
< 0,05 = Residual	tidak	berdistribusi	Normal	

Tabel	7.	Uji	Normalitas	
	
	
	

Pada	gambar	di	atas	dapat	dilihat	dimana	variabel	residual	yang	distandarkan	
mempunyai	nilai	probabilitasnya	sebesar	0,147374	lebih	besar	0,05.	Dengan	demikian	
dapat	disimpulkan	bahwa	variabel	pengganggu	(residual)	pada	setiap	variabel	adalah	
terdistribusi	secara	normal.	

	
Uji	Multikolinearitas	

Pengujian	 multikolinieritas	 bertujuan	 untuk	 menguji	 apakah	 model	 regresi	
ditemukan	adanya	kolerasi	antar	variabel	bebas	(independen)	(Priyatno	2022).	Efek	
dari	multikoloniaritas	 ini	 adalah	menyebabkan	 tingginya	 variabel	 pada	 sampel.	 Hal	
tersebut	 berarti	 standar	 error	 besar,	 akibatnya	 ketika	 koefisien	 diuji,	 t-hitung	 akan	



Syafitri,	dkk	(2025) 
 

 453	

bernilai	kecil	dari	t-tabel.	Hal	ini	menunjukkan	tidak	adanya	hubungan	linear	antara	
variabel	 independen	 yang	 dipengaruhi	 oleh	 variabel	 dependen.	Model	 regresi	 yang	
baik	seharusnya	tidak	terjadi	kolerasi	diantara	variabel	independen.	Multikolinearitas	
dapat	juga	dilihat	dari	nilai	Tolerance	(TOL)	dengan	metode	Variance	Inflation	Factor	
(VIF).	Nilai	cut	off	yang	umum	dipakai	untuk	menunjukan	adanya	mulitikolinearitas	
adalah	nilai	VIF	<	10.	Apabila	nilai	VIF	>	10	maka	terdapat	multikolinearitas	(Priyatno	
2022).		

Tabel	8.	Hasil	UJi	Multikolinearitas	
	

	
	
	

Berdasarkan	 pengujian	 terhadap	 nili	 koefisien	 korelasi	 di	 atas,	 variabel	
Intergovernmental	Revenue	mempunyai	nilai	VIF	1,342580	<	10	dan	variabel	Kekayaan	
Daerah	memiliki	 nilai	 VIF	 sebesar	 1,569943	 <	 10,	maka	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	
model	tidak	mengalami	masalah	multikolinearitas.	
	
Uji	Heteroskedastisitas	

Uji	Heteroskedastisitas	bertujuan	untuk	menguji	apakah	model	regresi	terjadi	
ketidaksamaan	 varian	dari	 residual	 satu	 pengamatan	 yang	 lain	 tetap,	maka	disebut	
homokesdatisitas	dan	jika	berbeda	disebut	heteroskedastisitas	(Priyatno	2022).	Model	
regresi	yang	baik	adalah	yang	homoskedastisitas	atau	tidak	terjadi	heteroskedastisitas.	
Untuk	mendeteksi	ada	tidaknya	heteroskedastisitas	dalam	penelitian	ini	adalah	dengan	
menggunakan	 uji	 glejser.	 Dasar	 pengambilan	 keputusan	 untuk	 menentukan	 ada	
tidaknya	masalah	heteroskedastisitas	adalah	sebagai	berikut:	
1. Jika	 nilai	 Probability	 Chi-square	 lebih	 kecil	 dari	 0,05,	 maka	H8 	diterima	 dan	H9	
ditolak	sehingga	disimpulkan	ada	masalah	heteroskedastisitas.	

2. Jika	 nilai	 Probability	 Chi-square	 lebih	 besar	 dari	 0,05,	 maka	H8 	ditolak	 dan	H9	
diterima	sehingga	disimpulkan	tidak	ada	masalah	heteroskedastisitas.	

Tabel	9.	Hasil	UJi	Heteroskedastisitas	
	
	
	
	

Berdasarkan	 hasil	 uji	 heteroskedastisitas	 di	 atas	 menunjukkan	 nilai	 p-value	
Obs*R-squared	0,4253	>	0,05	sehingga	dapat	disimpulkan	bahwa	Ha	diterima	artinya	
tidak	ada	heteroskedastisitas	atau	data	sudah	bersifat	homogen.	
	
Uji	Autokorelasi	

Uji	Autokorelasi	merupakan	keadaan	terjadinya	korelasi	antara	residual	tahun	
ini	 dengan	 tingkat	 kesalahan	 tahun	 sebelumnya.	 Uji	 autokorelasi	 bertujuan	 untuk	
mengkaji	 apakah	 suatu	 model	 regresi	 linear	 terdapat	 korelasi	 antara	 kesalahan	
pengganggu	pada	periode	t	dengan	kesalahan	pada	periode	(t-1).	Jika	terjadi	korelasi	
maka	disebut	dengan	masalahautokorelasi.	Menurut	 (Priyatno	2022),	model	 regresi	
terbaik	adalah	regresi	yang	terbebas	dari	masalahautokorelasi.	

Perhitungan	 uji	 autokorelasi	 pada	 penelitian	 ini	 dilakukan	 dengan	
menggunakan	uji	Breusch-Godfrey	Serial	Correlation	LM	Test	(Priyatno	2022).	

Hipotesis:	
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H0	:	Tidak	ada	masalah	autokorelasi	
H1		:	Ada	masalah	autokorelasi	
Probabilitas	<	Alpha	(0.05),	H0	ditolak,	H1	diterima	
Probabilitas	>	Alpha	(0.05),	H1	ditolak,	H0	diterima	

Tabel	9.	Hasil	UJi	Autokorelasi	
	

	
	
Berdasarkan	hasil	 uji	 autokorelasi	 di	 atas	menunjukkan	nilai	 p-value	Obs*R-

squared	0,08005	>0,05	sehingga	dapat	disimpulkan	bahwa	tidak	ada	terjadi	masalah	
autokorelasi	pada	model	tersebut.	

	
Regresi	Data	Panel	

Penggunaan	 data	 panel	 dalam	 penelitian	 ini	 karena	 terdapat	 rentang	waktu	
beberapa	 tahun	 dan	 banyaknya	 objek	 kabupaten/kota	 wilayah	 Sumatera	 Utara.	
Penggunaan	data	time	series	yang	dimaksud	dalam	penelitian	ini	yaitu	rentang	waktu	
tiga	 tahun	 dari	 tahun	 2021-2023.	 Kemudian	 penggunaan	 cross	 section	 karena	
pengambilan	 data	 diambil	 dari	 33	 kabupaten/kota	 wilayah	 sumatera	 utara	 yang	
memiliki	 Realisasi	 Belanja	 Daerah	 dan	 Realisasi	 Pendapatan	 Asli	 	 yang	 dijadikan	
sebagai	sampel	penelitian.		

Kinerja	Keuangan	=	69.85579	+	0.000922*Intergovermental	Revenue	-	
0.007886*Kekayaan	Pemerintah	Daerah	

	
Keterangan	persamaan	di	atas	:	
α	 =	69,85579;	 artinya	tanpa	adanya	pengaruh	 intergovernmental	revenue	dan	
kekayaan	 pemerintah	 daerah,	 maka	 kinerja	 keuangan	 sudah	 ada	 sebesar	 69,85	
persen.	

c1	 =	0,000922;		 artinya	 bahwa	 terdapat	 pengaruh	 positif	 antara	 variabel	
intergovernmental	 revenue	 (X1)	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 (Y).	 Hal	 ini	
menunjukkan	bahwa	semakin	naik	atau	meningkatnya	intergovernmental	revenue,	
maka	 akan	 meningkatkan	 kinerja	 keuangan.	 Nilai	 koefisien	 regresi	
intergovernmental	revenue	adalah	0,000922	artinya	setiap	peningkatan	satu	satuan	
intergovernmental	revenue	maka	kinerja	keuangan	meningkat	sebesar	0,09		persen.	

c2	=	-0,007886;	 		artinya	 bahwa	 terdapat	 pengaruh	 negatif	 antara	 variabel	
kekayaan	 pemerintah	 daerah	 (X2)	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 (Y).	 Hal	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 semakin	 naik	 atau	 meningkatnya	 kekayaan	 pemerintah	
daerah,	maka	akan	menurunkan	kinerja	keuangan.	Nilai	koefisien	regresi	kekayaan	
pemerintah	 daerah	 adalah	 -0,007886	 artinya	 setiap	 peningkatan	 satu	 satuan	
kekayaan	pemerintah	maka	kinerja	keuangan	menurun	sebesar	0,78	persen.	

	
Pengujian	Hipotesis	

Untuk	 menguji	 hipotesis	 dalam	 penelitian	 ini	 digunakan	 uji	 signifikasi	
parameter	 individual	 (uji	parsial	 t),	 uji	 f	 (uji	 simultan),	uji	 koefisien	 regresi,	dan	uji	
determinasi.	
Uji	Signifikasi	(Uji	Parsial)	

Uji	 beda	 t-test	 digunakan	 untuk	 menguji	 seberapa	 jauh	 pengaruh	 variabel	
independen	 yang	 digunakan	 dalam	 penelitian	 ini	 secara	 individual	 dalam	
menerangkan	 variabel	 dependen.	 Dasar	 pengambilan	 keputusan	 yang	 digunakan	
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dalam	 uji	 t	 adalah	 sebagai	 berikut,	 jika	 nilai	 profitabilitas	 signifikasi	 >	 0,05,	 maka	
hipotesis	 ditolak	 sehingga	 variabel	 tidak	 berpengaruh	 terhadap	 variabel	 dependen.	
Jika	 nilai	 profitabilitas	 signifikasi	 <	 0,05,	maka	hipotesis	 diterima	 sehingga	 variabel	
berpengaruh	terhadap	variabel	dependen.	

Tabel	10.	Hasil	Uji	T	
	
	
	
	
	

1. Pengaruh	Intergovernmental		
Revenue	Terhadap	Kinerja	Keuangan	
Hasil	 analisis	 pengaruh	 variabel	 intergovernmental	 revenue	 (X1)	 terhadap	
variabel	kinerja	keuangan	(Y)	diperoleh	nilai	thitung	=	2,464678	(df	=99-3=	96;		
ttabel	=	1,98498);	(thitung	>	ttabel),	dengan	tingkat	level	signifikan	0,0005	<	0,05,	
dengan	nilai	koefisien	sebsar	0,000922,	akibatnya	hipotesis	satu	(H1)	diterima.	
Hasil	analisis	menunjukkan	bahwa	secara	parsial	terdapat	pengaruh	positif	dan	
signifikan	 antara	 variabel	 intergovernmental	 revenue	 terhadap	 kinerja	
keuangan.	

2. Pengaruh	Kekayaan	Pemerintah	Daerah	Terhadap	Kinerja	Keuangan	
Hasil	 analisis	 pengaruh	 variabel	 kekayaan	pemerintah	daerah	 (X2)	 terhadap	
variabel	kinerja	keuangan	 (Y)	diperoleh	nilai	 thitung	=	4,93679	 (df	=99-3=	96;		
ttabel	=	1,98498);	(thitung	>	ttabel),	dengan	tingkat	level	signifikan	0,0000	<	0,05,	
dengan	 nilai	 koefisiensi	 sebesar	 -0,007886,	 akibatnya	 hipotesis	 dua	 (H2)	
diterima.	Hasil	analisis	menunjukkan	bahwa	secara	parsial	terdapat	pengaruh	
negatif	dan	signifikan	antara	variabel	kekayaan	pemerintah	daerah	terhadap	
kinerja	keuangan.	
	

Uji	F	(Uji	Simultan)	
Uji	 beda	 F-test	 digunakan	 untuk	 menguji	 seberapa	 jauh	 pengaruh	 variabel	

independen	yang	digunakan	dalam	penelitian	ini	secara	simultan	dalam	menerangkan	
variabel	dependen.	Dasar	pengambilan	keputusan	yang	digunakan	dalam	uji	F	adalah	
sebagai	 berikut,	 jika	 nilai	 profitabilitas	 signifikasi	 >	 0,05,	 maka	 hipotesis	 ditolak	
sehingga	 variabel	 tidak	 berpengaruh	 terhadap	 variabel	 dependen.	 Jika	 nilai	
profitabilitas	signifikasi	<	0,05,	maka	hipotesis	diterima	sehingga	variabel	berpengaruh	
terhadap	variabel	dependen.	

Tabel	11.	Hasil	Uji	F	
	

	

	

	
	

Hasil	analisis	pengaruh	variabel	intergovernmental	revenue	(X1)	dan	kekayaan	
pemerintah	daerah	(X2)	terhadap	variabel	kinerja	keuangan	(Y)	diperoleh	nilai	Fhitung	
=	875,8467	(df	=99-3=	96;		Ftabel	=	3,09);	(Fhitung	>	Ftabel),	dengan	tingkat	level	signifikan	
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0,0000	 <	 0,05,	 akibatnya	 hipotesis	 tiga	 (H3)	 diterima.	 Hasil	 analisis	 menunjukkan	
bahwa	 secara	 simultan	 terdapat	 pengaruh	 yang	 signifikan	 antara	 variabel	
intergovernmental	 revenue	 dan	 kekayaan	 pemerintah	 daerah	 terhadap	 kinerja	
keuangan.	

	
Uji	Determinasi	(𝐑𝟐)	

Koefisien	 determinasi	R< 	merupakan	 pengukuran	 kemampuan	 model	 dalam	
menerangkan	 variasi	 variabel	 dependen	 (Priyatno	 2022).	R<	menyatakan	 koefisien	
determinasi	 atau	 seberapa	 besar	 pengaruh	 variabel	 independen	 secara	 simultan	
terhadap	 variabel	 dependen.	 Tingkat	 ketepatan	 regresi	 dinyatakan	 dalam	 koefisien	
determinasi	majemuk	(R<)	yang	nilainya	antara	0	sampai	dengan	1.		

Tabel	11.	Hasil	UJi	R	Square	
	
	

	
	
	

Berdasarkan	tabel	di	atas,	dapat	dilihat	bahwa	nilai	R-square	sebesar	0,951737	
artinya	95,1737	persen	variasi	dari	semua	variabel	bebas	dapat	menerangkan	variabel	
tak	bebas,	sedangkan	sisanya	sebesar	4,86263	persen	diterangkan	oleh	variabel	lain	
yang	tidak	diteliti	dalam	penelitian	ini.	Dari	nilai	yang	mendekati	1	berarti	variabel-
variabel	 independen	memberikan	 hampir	 semua	 informasi	 yang	 dibutuhkan	 untuk	
memprediksi	variasi	variabel	independen.	
	
Pembahasan	
Pengaruh	Intergovernmental	Revenue	Terhadap	Kinerja	Keuangan	Pemerintah	
Daerah	

Hasil	 analisis	 pengaruh	 variabel	 intergovernmental	 revenue	 (X1)	 terhadap	
variabel	kinerja	keuangan	(Y)	diperoleh	nilai	thitung	=	2,464678	(df	=99-3=	96;		ttabel	=	
1,98498);	 (thitung	>	ttabel),	dengan	tingkat	 level	signifikan	0,0005	<	0,05,	dengan	nilai	
koefisien	 sebsar	 0,000922,	 akibatnya	 hipotesis	 satu	 (H1)	 diterima.	 Hasil	 analisis	
menunjukkan	bahwa	secara	parsial	 terdapat	pengaruh	positif	dan	signifikan	antara	
variabel	 intergovernmental	 revenue	 terhadap	 kinerja	 keuangan.	 Intergovernmental	
revenue	 atau	 dana	 perimbangan	 berpengaruh	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 karena	
pemerintah	 daerah	 harus	 mempertanggungjawabkan	 realisasi	 anggaran	 kepada	
pemerintah	 pusat.	 Semakin	 besar	 dana	 perimbangan	 yang	 diterima,	 maka	
pengawasan	 dari	 pemerintah	 pusat	 akan	 semakin	 ketat.	 Hal	 ini	 mendorong	
pemerintah	 daerah	 untuk	 meningkatkan	 kinerja	 keuangannya	 sebagai	 bentuk	
pertanggungjawaban	pengelolaan	keuangan.	

Hasil	penelitian	 ini	didukung	oleh	hasil	penelitian	yang	dilakukan	Satria	dan	
Sari	 (2018)	 dengan	 hasil	 bahwa	 intergovernmental	 revenue	 secara	 parsial	
berpengaruh	terhadap	kinerja	keuangan	pemerintah	daerah	kota	Lhokseumawe.	Hal	
ini	 juga	 sejalan	dengan	penelitian	 yang	dilakukan	oleh	Dasmar	dkk	 (2020)	dengan	
hasil	 bahwa	 intergovernmental	 revenue	 berpengaruh	 positif	 terhadap	 kinerja	
keuangan	 pada	 kabupaten/kota	 di	 Riau.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	
intergovernmental	 revenue	 berpengaruh	 terhadap	 kinerja	 keuangan	 pemerintah	
kabupaten/kota	yang	ada	di	Provinsi	Sumatera	Utara.	
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PengaruhKekayaan	 Pemerintah,Daerah	 Terhadap	 Kinerja	 Keuangan	
Pemerintah	Daerah	

Hasil	 analisis	 pengaruh	 variabel	 kekayaan	pemerintah	daerah	 (X2)	 terhadap	
variabel	kinerja	keuangan	(Y)	diperoleh	nilai	thitung	=	4,93679	(df	=99-3=	96;	 	ttabel	=	
1,98498);	 (thitung	>	ttabel),	dengan	tingkat	 level	signifikan	0,0000	<	0,05,	dengan	nilai	
koefisiensi	 sebesar	 -0,007886,	 akibatnya	hipotesis	dua	 (H2)	diterima.	Hasil	 analisis	
menunjukkan	bahwa	secara	parsial	terdapat	pengaruh	negatif	dan	signifikan	antara	
variabel	kekayaan	pemerintah	daerah	terhadap	kinerja	keuangan.	

Kekayaan	 pemerintah	 daerah	 dapat	 berpengaruh	 negatif	 terhadap	 kinerja	
keuangannya	 dikarenakan	 kekayan	 daerah	 yang	 besar	 dapat	 membuat	 daerah	
tersebut	 tergantung	 pada	 sumber	 daya	 alam,	 sehingga	mengabaikan	 sektor-sektor	
lain	yang	berpotensi.	Selain	itu,	kekayaan	daerah	yang	besar	dapat	memicu	korupsi	
dan	 penyalahgunaan	 kekuasaaan	 sehingga	 mengurangi	 efisiensi	 dan	 efektifitas	
pengelolaan	 keuangan	daerah.	Dalam	 jangka	panjang,	 kekayaan	daerah	 yang	besar	
dapat	menjadi	bencana	bagi	daerah	tersebut,	karena	dapat	membuat	daerah	tersebut	
tergantung	pada	sumber	daya	alam	dan	kurang	berinovasi	dalam	mengembangkan	
ekonomi	daerah.	

Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Armaja	 dkk	 (2015)	
dengan	hasil	kekayaan	daerah	berpengaruh	negatif	terhadap	kinerja	keuangan	pada	
kabupaten/kota	di	Provinsi	Aceh.	Hal	yang	sama	juga	dikemukakan	oleh	Dasmar	dkk	
(2020)	dalam	penelitiannya	yang	menemukan	bahwa	kekayaan	daerah	berpengaruh	
negatif	terhadap	kinerja	keuangan	pada	kabupaten/kota	di	Riau.	Hal	ini	menunjukkan	
bahwa	kekayaan	pemerintah	daerah	berpengaruh	negatif	terhadap	kinerja	keuangan	
pemerintah	kabupaten/kota	yang	ada	di	Provinsi	Sumatera	Utara.	

	
Pengaruh	 Intergovernmental	 Revenue	 dan	 Kekayaan	 PemerintahDaerah	
Terhadap	Kinerja	Keuangan	Pemerintah	Daerah	

Hasil	analisis	pengaruh	variabel	intergovernmental	revenue	(X1)	dan	kekayaan	
pemerintah	daerah	(X2)	terhadap	variabel	kinerja	keuangan	(Y)	diperoleh	nilai	Fhitung	
=	875,8467	(df	=99-3=	96;		Ftabel	=	3,09);	(Fhitung	>	Ftabel),	dengan	tingkat	level	signifikan	
0,0000	 <	 0,05,	 akibatnya	 hipotesis	 tiga	 (H3)	 diterima.	 Hasil	 analisis	 menunjukkan	
bahwa	 secara	 simultan	 terdapat	 pengaruh	 yang	 signifikan	 antara	 variabel	
intergovernmental	 revenue	 dan	 kekayaan	 pemerintah	 daerah	 terhadap	 kinerja	
keuangan.	 Peningkatan	 pendapatan	 dari	 dana	 perimbangan	 dan	 kekayaan	 daerah	
dapat	meningkatkan	pendapatan	daerah	secara	bersamaan,	hal	ini	dapat	mengurangi	
resiko	 keuangan	 daerah	 saat	menerima	 dana	 perimbangan	 dari	 pemerintah	 pusat.	
Pengelolaan	kekayaan	daerah	yang	efektif	dapat	meningkatkan	efisiensi	penggunaan	
dana	perimbangan.		

Hal	 ini	 sejalan	 dengan	 penelitian	 yang	 dilakukan	 oleh	 Armaja	 dkk	 (2015)	
dengan	 hasil	 bahwa	 kekayaan	 daerah	 dan	 dana	 perimbangan	 berpengaruh	 negatif	
terhadap	kinerja	keuangan	pada	kabupaten/kota	di	Provinsi	Aceh.	Hal	 serupa	 juga	
dikemukakan	 oleh	 Dasmar	 dkk	 (2020)	 dengan	 hasil	 bahwa	 kekayaan	 daerah	 dan	
intergovernmental	revenue	secara	simultan	berpengaruh	terhadap	kinerja	keuangan	
pada	kabupaten/kota	di	Riau.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	intergovernmental	revenue	
dan	 kekayaan	 pemerintah	 daerah	 berpengaruh	 secara	 simultan	 terhadap	 kinerja	
keuangan	pemerintah	kabupaten/kota	yang	ada	di	Provinsi	Sumatera	Utara.	
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4. Simpulan	
	
Berdasarkan	hasil	analisis	yang	telah	dilakukan,	ditemukan	bahwa	secara	parsial	
variabel	intergovernmental revenue	(X1)	berpengaruh	positif	dan	signifikan	terhadap	
kinerja	keuangan	pemerintah	daerah.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	semakin	besar	
dana	yang	diterima	dari	pemerintah	pusat	atau	provinsi,	maka	semakin	baik	pula	
kinerja	 keuangan	 daerah,	 karena	 dana	 tersebut	 dapat	 dimanfaatkan	 untuk	
mendanai	 berbagai	 program	 pembangunan	 dan	 pelayanan	 publik.	 Sebaliknya,	
variabel	 kekayaan	 pemerintah	 daerah	 (X2)	 secara	 parsial	 justru	 menunjukkan	
pengaruh	 negatif	 dan	 signifikan	 terhadap	 kinerja	 keuangan.	 Temuan	 ini	
mengindikasikan	 bahwa	 tingginya	 nilai	 aset	 atau	 kekayaan	 daerah	 belum	 tentu	
mampu	mendorong	peningkatan	kinerja	keuangan,	kemungkinan	disebabkan	oleh	
rendahnya	 produktivitas	 aset	 atau	 kurang	 optimalnya	 pengelolaan	 kekayaan	
tersebut.	 Secara	 simultan,	 kedua	 variabel	 yaitu	intergovernmental revenue	dan	
kekayaan	pemerintah	daerah	berpengaruh	signifikan	terhadap	kinerja	keuangan,	
yang	menunjukkan	bahwa	kombinasi	antara	penerimaan	dari	pemerintah	pusat	
dan	kapasitas	kekayaan	daerah	bersama-sama	mempengaruhi	bagaimana	kinerja	
keuangan	suatu	daerah	terbentuk. 
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